
S A L I N A N 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H   L A U T 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 141 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

TAHUN 2020-2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010–2025, bahwa pelaksanaan 

operasional reformasi birokrasi dituangkan dalam Road Map 

Refomasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) Tahun; 

  b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 

2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi 2020-2024, maka perlu adanya langkah-langkah 

pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah, sedang, dan 

akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; 

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pedoman 

reformasi di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu adanya 

Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2020-2024; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lemabaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 
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7. Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2010  tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria 

dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;  

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1538);  

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 25); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 

33); 

 

M E M U T U S K A N: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI 

BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

TANAH LAUT TAHUN 2020-2024. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaskud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

5. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi 

arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun 

waktu 2010-2025. 

6. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand 

Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) 

tahun sekali dan merupakan rencana rinsi reformasi birokrasi dari satu 

tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran 

per tahun yang jelas. 

7. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah Tim yang 

dipimpin langsung oleh Bupati yang bertugas dalam memberikan arahan 

penyusunan, memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan 

sasaran, serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi 

birokrasi. 

8. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah Tim yang 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang terbagi ke dalam kelompok-

kelompok kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. 

 

BAB II 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

 

Pasal 2 

 

(1) Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 

2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan untuk 

melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Periode 2020-2024. 

 

Pasal 3 

 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 

2020-2024 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

daerah berdasarkan masukan dan arahan dari Tim Pengarah Reformasi 

Birokrasi Kabupaten Tanah Laut. 

(2) Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati.  
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BAB IV 

PELAKSANAAN ROAD MAP REFORMASI BIRORASI 

 

Pasal 4 

 

Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Tahun 2020-2024 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 27 Oktober 2020                        

 

BUPATI TANAH LAUT, 

  

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 27 Oktober 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

 

H. DAHNIAL KIFLI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 141 

 

 


